
B U P A T I KAPUAS H U L U 

PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR 89 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPAT I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Da lam Negeri Nomor 99 T a b u n 2019 tentang 

Perubahan Ke l ima Atas Peraturan Menteri Da lam 

Negeri Nomor 32 T a h u n 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah D a n B a n t u a n Sosia l Yang 

Bersumber Da r i Anggaran Pendapatan D a n Belanja 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 

T a t a C a r a Penganggaran, Pe laksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

Monitoring dan E v a l u a s i Hibah dan B a n t u a n Sos ia l 

T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darura t Nomor 3 

T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan 



Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

3. Undang Undang Nomor 11 T a h u n 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4967); 

4. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tabun 2017 tentang 

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kal i , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
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Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 

4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6322) ; 

7. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , 

terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri 

Nomor 21 T a h u n 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 

T a b u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 32 T a h u n 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

B a n t u a n Sosia l yang bersumber dar i Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i , terakhir dengan 

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 99 T a h u n 

2019 tentang Perubahan Ke l ima Atas Peraturan 

Menteri Da lam Negeri Nomor 32 T a h u n 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan B a n t u a n 

Sos ia l yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan 

dan Be lanja Daerah; 

9. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 56 T a h u n 

2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Uni t 

Ker ja Sekretariat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota; 

10. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 64 T a h u n 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah T a h u n Anggaran 

2 0 2 1 ; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN B U P A T I TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I 

H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L TAHUN ANGGARAN 

2 0 2 1 . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupat i in i , yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas H u l u . 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kapuas H u l u . 

3. Menteri adalah Menteri Da lam Negeri. 

4. Bupa t i adalah Bupa t i Kapuas H u l u . 

5. DPRD adalah Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kapuas H u l u yang merupakan lembaga perwaki lan rakyat daerah 

sebagai u n s u r penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Kabupaten Kapuas H u l u . 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

da lam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat 

dini la i dengan uang termasuk di da lamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan h a k dan kewajiban daerah 

tersebut. 

7. Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah yang se lanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang d ibahas dan disetujui bersama oleh 



Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai bendahara u m u m daerah. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat S K P K D adalah perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

pengguna anggaran /barang. 

11 . T im Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah t im yang dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah 

dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 

menyiapkan serta melaksanakan kebi jakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dar i pejabat 

perencana daerah, PPKD dan pejabat la innya sesuai dengan 

kebutuhan. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 

RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro 

keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara U m u m Daerah. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 

RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi program, kegiatan dan anggaran OPD. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

oleh pengguna anggaran. 
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16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau j a s a dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, 

Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan h u k u m 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah. 

17. Ban tuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 

dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 

dan selektif yang bertujuan un tuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. 

18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak kr i s i s sosial, kr i s i s ekonomi, k r i s i s 

politik, fenomena a lam dan bencana a lam yang j i k a tidak 

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah 

Daerah dengan penerima hibah. 

20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk 

oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara 

sukare la atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, 

dan epercayaan terhadap T u h a n Yang Maha E s a , un tuk berperan 

serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional dalam wadh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasi la termasuk organisasi non pemerintahan 

yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 
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B A B I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupat i in i meliputi penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial 

yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hu lu . 

Pasal 3 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, 

barang, a tau j a sa . 

Ban tuan sosial sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 dapat 

berupa uang atau barang. 

B A B I I I 

H IBAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u dalam memberikan Hibah 

kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah la innya; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; 

dan/atau 

d. Badan , Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan h u k u m Indonesia. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i lakukan 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja u rusan wajib dan 

u rusan pi l ihan. 

(3) Pemberian hibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tujukan 

untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 

K,' 



Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat un tuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi kriter ia paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. bersifat tidak wajib, t idak mengikat, dan 

c. t idak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : 

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah un tuk keperluan 

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

2. ditentukan la in oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d. memberikan ni la i manfaat bagi pemerintah daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huru f a diberikan kepada satuan kerja dari 

Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 

wi layah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah la innya sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huru f b diberikan kepada daerah 

otonom baru has i l pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huru f c diberikan dalam rangka un tuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huru f c diberikan dalam rangka untuk 

Pasal 5 
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meneruskan h ibah yang diterima Pemerintah Daerah dar i 

Pemerintah Pusat sesua i dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Hibah Kepada B a d a n dan Lembaga sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 4 ayat (1) h u r u f d diber ikan kepada: 

a. badan dan lembaga yang bersifat n ir laba, sukare la dan sosial 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. badan dan lembaga yang bersifat n ir laba, sukare la dan sosial 

yang telah memil ik i Su ra t Keterangan terdaftar yang 

diterbitkan oleh Menteri Da lam Negeri, Gubernur a tau 

Bupat i/Wal ikota; 

c. badan dan lembaga yang bersifat n ir laba, sukare la bersifat 

sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ 

kesa tuan masyarakat h u k u m adat sepanjang mas ih hidup 

dan sesua i dengan perkembangan masyarakat , dan 

keberadaannya d iaku i oleh Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah melalui pengesahan a tau penetapan dar i 

p impinan ins tans i vert ikal a tau kepala OPD terkait sesua i 

dengan kewenangannya; dan 

d. Koperasi yang d id ir ikan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan memenuhi kr i ter ia yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u . 

(6) H ibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 

h u k u m Indonesia sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 4 ayat (1) 

h u r u f d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan h u k u m yayasan a tau Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan h u k u m perkumpulan yang telah mendapatkan 

pengesahan badan h u k u m dari Kementerian yang membidangi 

u r u s a n h u k u m dan h a k asas i m a n u s i a sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasa l 6 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberi H ibah kepada uni t ker ja pada 

Kementerian Da lam Negeri yang membidangi u r u s a n 



pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan un tuk 

penyediaan blangko kar tu tanda penduduk elektronik. 

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilarang tumpang t indih pendanaannya dengan anggaran 

pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Tumpang t indih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), d imaknai 

penyediaan setiap keping blangko kar tu tanda penduduk 

elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana ya i tu Hibah 

APBD maupun angggaran pendapatan dan belanja negara. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat 

diberikan 1 (satu) ka l i dalam tahun berkenaan. 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang je las di daerah Kabupaten 

Kapuas Hu lu ; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/Kepala Desa 

setempat atau sebutan la innya; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kapuas Hu lu dan/atau badan dan 

lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian 

sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi 

Hibah. 

(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan 

paling sedikit: 

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi u r u s a n 

h u k u m dan hak asas i manusia ; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Kabuaten Kapuas Hu lu ; dan 
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c. memil ik i sekretariat tetap di wi layah Kabupaten Kapuas 

H u l u . 

Bag ian Kedua 

Penganggaran 

Pasa l 8 

(1) Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah la in , B a d a n U s a h a Milik 

Negara a tau Badan U s a h a Milik Daerah, Badan dan Lembaga, 

serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 5 dapat menyampaikan u s u l a n h ibah secara tertul is 

kepada Bupat i . 

(2) Contoh Format Usulan/Proposal H ibah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampi ran I yang merupakan 

bagian tak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i in i . 

(3) Bupa t i menunjuk OPD terkait u n t u k me lakukan evaluasi 

usulan/proposal h ibah berupa Uang melalui Bagian 

Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah u n t u k 

me lakukan evaluasi usulan/proposal h ibah berupa uang 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(4) Kepala OPD terkait dan Bag ian Kesejahteraan Masyarakat pada 

Sekretariat Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

menyampaikan has i l evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Bupat i melalui TAPD. 

(5) Contoh format has i l evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat 

(4) sebagaimana tercantum dalam Lampi ran I I yang merupakan 

bagian tak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i in i . 

(6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah. 

(1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 8 ayat (4) dan ayat (6) yang telah disetujui 

Pasa l 9 
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oleh Bupat i menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja 

hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau 

j a sa . 

Pasal 10 

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-OPD. 

(2) Hibah berupa barang atau j a s a d icantumkan dalam RKA-OPD. 

(3) Hibah yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah 

Daerah ditempatkan pada sub kegiatan di masing-masing OPD 

sesuai dengan u r u s a n dan kewenangan Pemerintah Daerah atau 

tugas, pokok, dan fungsi. 

(4) Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan 

Pemerintah Daerah ditempatkan pada sub kegiatan di sekretariat 

daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 

(5) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menjadi dasar Penganggaran hi ibah dalam APBD sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jen is 

belanja hibah, objek belanja hibah, dan r incian objek belanja 

hibah pada OPD. 

(2) Objek belanja hibah dan r inc ian objek belanja hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah; 

dan/atau 
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d. B a d a n , Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang 

berbadan h u k u m Indonesia. 

(3) H ibah berupa barang a tau j a s a sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung 

yang di formulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang 

d iura ikan ke da lam j en is belanja barang a tau j a s a , objek belanja 

h ibah barang a tau j a s a dan r inc ian objek belanja h ibah barang 

a tau j a s a yang d iserahkan kepada p ihak ket iga/masyarakat 

berkenaan pada OPD teknis yang terkait. 

Bupa t i mencantumkan daftar n a m a penerima, a lamat penerima dan 

besaran h ibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I I yang 

merupakan bagian tak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i tentang 

Penjabaran APBD. 

(1) Pe laksanaan anggaran h ibah berupa uang berdasarkan atas 

DPA-OPD. 

(2) Pe laksanaan anggaran h ibah berupa barang a tau j a s a 

berdasarkan atas DPA-OPD. 

(1) Setiap pemberian h ibah di tuangkan da lam NPHD yang 

ditandatangani bersama oleh Bupa t i dan Penerima Hibah. 

(2) NPHD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 

a . pemberi dan penerima h ibah; 

b. tu juan pemberian hibah; 

c. besaran/r inc ian penggunaan h ibah yang a k a n diterima; 

d. h a k dan kewajiban; 

Pasa l 12 

Bagian Ketiga 

Pe laksanaan dan Penatausahaan 

Pasa l 13 

Pasa l 14 
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e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Bupat i dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang un tuk 

menandatangani NPHD dengan Keputusan Bupat i . 

(4) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I I 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i 

in i . 

(1) Bupat i menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang 

atau jen is barang atau j a s a yang akan dihibahkan dengan 

Keputusan Bupat i berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Bupat i tentang Penjabaran APBD. 

(2) Contoh Format Keputusan Bupat i sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

(4) Penyaluran /penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten 

Kapuas Hu lu kepada penerima hibah d i lakukan secara bertahap 

a tau sekaligus setelah penandatanganan NPHD, dengan 

di lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: 

a. proposal usu lan awal dari penerima hibah yang diketahui 

oleh Camat dan Kepala Desa/lurah; 

b. proposal akhir un tuk pencairan dana yang sudah diverifikasi; 

c. syarat-syarat pendukung la innya seperti; 

1. susunan kepanitiaan; 

2. rencana anggaran biaya; 

3. nomor rekening bank atas nama badan, lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan; dan 

Pasal 15 

14 



(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang d i lakukan dengan 

mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Penerima 

Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Pengadaan barang dan j a s a dalam rangka hibah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan 

penggunaan hibah kepada Bupat i melalui OPD terkait. 

(2) Penerima Hibah berupa barang atau j a s a menyampaikan laporan 

penggunaan hibah kepada Bupat i melalui kepala OPD terkait. 

(3) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai real isasi j en is belanja h ibah 

pada OPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang atau j a s a dicatat sebagai real isasi objek 

belanja hibah pada jen is belanja barang dan j a s a dalam program 

dan kegiatan pada OPD terkait. 

Pertanggung jawaban OPD atas pemberian hibah dalam bentuk uang 

meliputi: 

a. usu lan proposal dari calon Penerima Hibah kepada Bupat i ; 

b. Peraturan/ Keputusan Bupat i tentang penetapan daftar Penerima 

Hibah uang; 

Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 17 

Pasal 18 

Pasal 19 
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c. NPHD; 

d. pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa 

hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukt i transfer uang atas Pemberian Hibah berupa uang. 

(1) Pertanggungjawaban OPD atas pemberian hibah dalam bentuk 

barang/jasa meliputi: 

a. usu lan dari calon penerima hibah kepada Bupat i ; 

b. Peraturan/Keputusan Bupat i tentang penetapan daftar 

penerima hibah barang/jasa; 

c. NPHD; dan 

d. bukt i serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 

barang/jasa. 

(2) Contoh Format Bukt i/Ber i ta Acara Serah Ter ima Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f d tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Bupat i in i . 

(1) Penerima Hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara 

formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; dan 

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang 

menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan 

sesuai NPHD. 

(3) Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huru f b tercantum dalam Lampiran VI I 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i 

in i . 

Pasal 20 

Pasal 21 

16 



(4) Bukt i -bukt i pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah 

berupa uang. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ru f 

a dan huru f b disampaikan kepada Bupat i paling lama tanggal 10 

bulan J a n u a r i t ahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan 

la in sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek 

pemeriksaan. 

Pasal 22 

(1) Real isasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hu lu dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima 

hibah sampai dengan akhi r tahun anggaran berkenaan 

dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

Pasal 23 

Real isasi h ibah berupa barang dan/atau j a s a dikonversikan sesuai 

standar akuntans i pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan 

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu . 

B A B IV 

BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan 

daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

d i lakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja u rusan 

k 



wajib dan u rusan pil ihan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas dan manfaat un tuk masyarakat. 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 ayat (1) meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami 

keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari kr is is sosial, 

ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang la in yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 

dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

(1) Ban tuan sosial berupa uang kepada individu dan atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari 

bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Ban tuan sosial yang direncanakan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang 

sudah je las nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 

penyusunan APBD. 

(3) Ban tuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan usu lan dari calon penerima dan/atau atas 

usu lan dari kepala OPD terkait. 

(4) J u m l a h pagu usu lan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling tinggi 5 0 % (lima pu luh persen) dari pagu bantuan 

sosial yang berdasarkan usu lan dari calon penerima. 

(5) Ta ta cara pengajuan usu lan kepala OPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupat i tersendiri. 

(6) Ban tuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan un tuk 

Pasal 25 

Pasal 26 
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kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan 

pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda 

penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih 

besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi 

pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 ayat (1) memenuhi kriteria: 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecual i dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai tu juan penggunaan. 

(2) Kriter ia selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f a 

diart ikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan 

resiko sosial. 

(3) Kriter ia persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huru f b meliputi: 

a. memiliki identitas yang je las; dan 

b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan 

Kabupaten Kapuas Hu lu . 

(4) Kriter ia bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huru f c diart ikan bahwa pemberian 

bantuan sosial t idak wajib dan tidak harus diberikan setiap 

tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huru f c diart ikan bahwa bantuan sosial dapat 

Pasal 27 
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diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah 

lepas dari resiko sosial. 

(6) Kriter ia sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huru f d bahwa tu juan pemberian bantuan sosial meliputi: 

a . rehabilitasi sosial; 

b. perlindungan sosial; 

c. pemberdayaan sosial; 

d. j am inan sosial; 

e. penanggulangan kemiskinan; dan 

f. penanggulangan bencana. 

(1) Rehabil itasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(6) huru f a d i tujukan untuk memul ihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: 

pemberian motivasi dan diagnosis pisikologis kepada cacat 

mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(6) huru f b di tujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 

dengan kebutuhan dasar minimal , seperti: pembelaan dan 

konsultasi h u k u m bagi orang misk in yang terkena masalah 

h u k u m , korban t indak kekerasan atau eksploitasi dan 

diskriminasi . 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (6) huru f c d i tujukan untuk menjadikan seseorang a tau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial 

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya, seperti pemberian st imulan modal, peralatan usaha , 

dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau 

mainan anak tradisional. 

Pasa l 28 
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(4) J a m i n a n sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) 

huru f d merupakan skema yang melembaga un tuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak, seperti Asurans i kesejahteraan sosial bagi 

orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan 

iuran A S K E S . 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (6) huru f e merupakan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang d i lakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 

masyarakat yang tidak mempunyai a tau mempunyai sumber 

mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 

layak bagi kemanusiaan, seperti pemberian pelayanan 

pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau 

penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran has i l u saha 

kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengrajin. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

pada ayat (6) huru f f merupakan serangkaian upaya yang 

ditujukan un tuk rehabilitasi, seperti bantuan kepada kelompok 

masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam. 

Pasal 29 

(1) Ban tuan sosial dapat berupa uang a tau barang yang diterima 

langsung oleh penerima bantuan sosial. 

(2) Ban tuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima 

seperti beasiswa bagi anak misk in , yayasan pengelola yat im 

piatu, nelayan misk in , masyarakat lanjut us ia , terlantar, cacat 

berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak 

mampu. 

(3) Ban tuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah 

luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu 

untuk nelayan misk in , bantuan makanan/pakaian kepada yat im 
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piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang 

mampu. 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

Pasal 30 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal 

tertulis kepada Bupat i . 

(2) Contoh Format Usulan/Proposal Ban tuan Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI I I yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

(3) Bupat i menunjuk OPD terkait un tuk melakukan evaluasi 

usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Contoh format has i l evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

(5) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menyampaikan has i l evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Bupat i melalui TAPD. 

(6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

keuangan daerah. 

(1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) yang telah 

disetujui oleh Bupat i menjadi dasar pencantuman plafon 

anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau 

Pasal 31 

PPAS. 

barang. 
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Pasal 32 

(1) Ban tuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-OPD. 

(2) Ban tuan sosial berupa barang d icantumkan dalam RKA-OPD. 

(3) Pelaksanaan anggaran batuan sosial terencana yang merupakan 

kewenangan pemerintah daerah ditempatkan pada sub kegiatan 

di masing-masing OPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi 

organisasi perangkat daerah yang salah satu pencapaian 

outputnya melalui pemberian bantuan sosial. 

(4) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial tidak terencana yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada sub 

kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak. 

(5) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang bukan merupakan 

u rusan dan kewenangan Pemerintah Daerah ditempatkann pada 

sub kegiatan di Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas, pokok 

dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(6) RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) Ban tuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok 

belanja tidak langsung, j en is belanja bantuan sosial, objek 

belanja bantuan sosial, dan r incian objek belanja bantuan sosial 

pada OPD. 

(2) Objek belanja bantuan sosial dan r inc ian objek belanja bantuan 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. individu dan/atau keluarga; 

b. masyarakat; dan 

c. lembaga non pemerintah. 

(3) Ban tuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok 

belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan 

kegiatan, yang d iura ikan ke dalam jen is belanja barang dan j a s a , 

Pasal 33 
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objek belanja bantuan sosial barang dan r incian objek belanja 

bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD. 

Bupat i mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan 

besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i 

tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada 

individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan 

atas DPA-OPD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang 

berdasarkan atas DPA-OPD. 

(1) Bupat i menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial 

dengan Keputusan Bupat i berdasarkan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Peraturan Bupat i tentang Penjabaran APBD. 

(2) Contoh format Keputusan Bupat i sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

(3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan 

pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam 

Keputusan Bupat i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecual i 

bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak 

dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26. 

Pasal 34 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 35 

Pasal 36 
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(4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial dari 

Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u kepada penerima bantuan 

sosial d i lakukan secara bertahap atau sekaligus dengan 

melampirkan hal -ha l sebagai berikut: 

a. proposal usu lan awal dari penerima bantuan sosial yang 

diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/ Lurah ; 

b. proposal akh i r un tuk pencairan dana yang sudah diverifikasi; 

c. persyaratan pendukung la innya adalah: 

1. susunan Kepanitiaan; 

2. rencana anggaran biaya; dan 

3. nomor rekening bank atas nama anggota/kelompok 

(5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana yang d imaksud dalam Pasal 26, d idasarkan pada 

permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang 

berwenang serta mendapat persetujuan OPD terkait. 

(6) Pencairan bantuan sosial berupa uang d i lakukan dengan cara 

Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan sosial. 

(7) Dalam ha l bantuan sosial berupa uang dengan ni la i sampai 

dengan Rp5.000.000,00 (lima j u t a rupiah) pencairannya dapat 

melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening 

bendahara pengeluaran PPKD. 

(8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kui tans i 

bukt i penerimaan uang bantuan sosial. 

Pengadaan barang dan j a s a dalam rangka bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

masyarakat. 

Pasal 37 
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Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasa l 38 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan 

penggunaan bantuan sosial kepada Bupa t i melalui kepala OPD 

terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan 

penggunaan bantuan sosial kepada Bupa t i melalui kepala OPD 

terkait. 

(3) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana 

d imaksud ayat (1) dan pada ayat (2) tercantum dalam Lampi ran 

X I yang merupakan bagian tak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i 

in i . 

(1) B a n t u a n sosial berupa uang dicatat sebagai real isasi j en i s belanja 

bantuan sosial pada OPD terkait da lam t ahun anggaran 

berkenaan. 

(2) B a n t u a n sosial berupa barang dicatat sebagai real isasi objek 

belanja bantuan sosial pada j en is belanja barang dan j a s a da lam 

program dan kegiatan pada OPD terkait. 

(1) OPD membuat rekapitulas i penyaluran bantuan sosial kepada 

indiv idu dan/atau keluarga yang t idak dapat d i rencanakan 

sebelumnya sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 paling l ama 

tanggal 5 J a n u a r i t a h u n anggaran ber ikutnya. 

(2) Rekapi tu las i sebagaimana yang d imaksud pada ayat (1) memuat 

n a m a penerima, a lamat dan besaran bantuan sosial yang 

diterima oleh masing-masing indiv idu dan/atau keluarga. 

Pasa l 39 

Pasa l 40 
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Pasal 4 1 

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 

bantuan sosial barang meliputi: 

a . usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan 

sosial a tau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 

kepada Bupat i ; 

b. Keputusan Bupat i tentang penetapan daftar penerima 

bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang 

menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan usu lan ; dan 

d. bukt i transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan 

sosial berupa uang atau bukt i serah terima barang atas 

pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f 

b dan huru f d dikecual ikan terhadap bantuan sosial bagi individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(3) Contoh Format Bukt i/Ber i ta Acara Serah Ter ima Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f d un tuk serah terima 

barang tercantum dalam Lampiran X I I yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan Bupat i in i . 

Pasal 42 

(1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab 

secara formal dan materiel atas penggunaan bantuan sosial yang 

diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan 

sosial; dan 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan 

usu lan . 
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(3) Contoh Format Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) h u r u f b tercantum dalam Lampiran X I I I 

yang merupakan bagian tak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i 

in i . 

(4) Buk t i -buk t i pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima 

bantuan sosial berupa uang. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f 

a dan h u r u f b d isampaikan kepada Bupa t i melalui kepala OPD 

terkait paling l ama tanggal 10 bulan J a n u a r i t ahun anggaran 

ber ikutnya, kecual i d i tentukan la in sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 

d is impan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial se laku 

objek pemeriksaan. 

(1) Real isas i bantuan sosial d i cantumkan pada laporan keuangan 

Pemerintah Daerah da lam t ahun anggaran berkenaan. 

(2) B a n t u a n sosial berupa barang yang belum d iserahkan kepada 

penerima bantuan sosial sampai dengan akh i r t ahun anggaran 

berkenaan di laporkan sebagai persediaan da lam neraca. 

Real isas i bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesua i s tandar 

akun tans i pemerintahan pada laporan real isasi anggaran dan 

d iungkapkan pada catatan a tas laporan keuangan da lam penyusunan 

laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

Pasa l 43 

Pasa l 44 
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B A B V 

MONITORING DAN E V A L U A S I 

Pasa l 45 

(1) OPD terkait me lakukan monitoring dan evaluasi a tas pemberian 

h ibah dan bantuan sosial . 

(2) Has i l monitoring dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d isampaikan kepada Bupa t i dengan tembusan kepada OPD 

yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

Pasa l 46 

Da lam h a l has i l monitoring dan evaluasi sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 45 ayat (1) terdapat penggunaan h ibah a tau bantuan 

sosial yang t idak mempertanggungjawabkan secara formal dan 

materiel, m a k a Penerima Hibah a tau bantuan sosial yang 

bersangkutan diwaj ibkan mengembalikan bantuan sebagaimana 

d imaksud kepada Pemerintah Daerah melalui ins tans i pengelola 

teknis yang se lanjutnya a k a n dikembal ikan ke rekening K a s U m u m 

Daerah. 

B A B V I I 

PEMBIAYAAN 

Pasa l 47 

Segala b iaya yang d ibutuhkan sebagai ak ibat ditetapkannya 

Peraturan Bupa t i in i d ibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Be lan ja Daerah Kabupaten Kapuas H u l u T a h u n Anggaran 2 0 2 1 . 

B A B V I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 48 

Pada saat Peraturan Bupat i in i mu la i ber laku, Peraturan Bupa t i 

Kapuas H u l u Nomor 74 T a h u n 2019 tentang Ta ta C a r a Penganggaran, 

Pe laksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
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Serta Monitoring Dan Eva luas i Hibah dan Ban tuan Sosial T a h u n 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hu lu T a h u n 2019 Nomor 80), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 49 

Peraturan Bupat i in i mula i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupat i in i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah 

Kabupaten Kapuas Hu lu . 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal 19 HOVBttBe* 20W 

Diundangkan d i Putussibau 
pada tanggal 20 November 2020 



LAMPIRAN I 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR U TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT USULAN /PROPOSAL H I B A H 

K O P ORGANISAS I/LEMBAGA 

, 202... 

Nomor : Kepada Y th . 

Lamp. : 1 (satu) berkas B U P A T I KAPUAS H U L U 

P e r i h a l : Permohonan Hibah di 
Tempat 

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan 
pe laksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi/Kota/Desa 

di wi layah Kabupaten Kapuas H u l u , dan dalam rangka 
menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi/Pemerintah , 
k a m i mengharapkan k i ranya dapat diberikan bantuan da lam 
bentuk h ibah berupa , sehingga 
pe laksanaan tugas dan fungsi k a m i dapat berjalan secara optimal 
dan berperan akt i f da lam percepatan pembangunan daerah dan 
pe laksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. 

Hibah d imaksud a k a n dipergunakan u n t u k kegiatan: 
a 
b 
c 
d 
dst 

Berka i tan dengan ha l tersebut, k a m i mengharapkan k i r anya 
berkenan u n t u k dapat membantu kami da lam bentuk pemberian 
h ibah 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak , terlampir k a m i 
sampa ikan proposal permohonan h ibah d imaksud. 

Demik ian permohonan kami , atas perkenan dan bantuan 
B a p a k d iucapkan ter ima kas ih . 

Hormat kami , 
Pemohon 

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan) 
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CONTOH F O R M A T S I S T E M A T I K A P R O P O S A L 

PERMOHONAN H I B A H 

B A B I . P E N D A H U L U A N 

B A B I I . RENCANA PEMANFAATAN H I B A H 

B A B I I I W A K T U DAN L O K A S I H I B A H 

B A B V I . J E N I S H I B A H YANG D I U S U L K A N 

B A B V I . NILAI H I B A H DAN R K A B E L A N J A H I B A H 

B A B V I I . P E N U T U P 

LAMPIRAN P E N U N J A N G (SYARAT-SYARAT P E N D U K U N G 

LAINNYA) 
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LAMPIRAN I I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 0 9 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

H A S I L E V A L U A S I ATAS USULAN/PROPOSAL H I B A H 
DALAM B E N T U K UANG 

NOMOR 
NAMA CALON 

P E N E R I M A 
H I B A H 

URAIAN 
USULAN J U M L A H 

BESARAN/NILA I 
H I B A H YANG 
D I S E T U J U I 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 Dst 

K E P A L A OPD. 
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B . CONTOH F O R M A T 

H A S I L E V A L U A S I ATAS U S U L A N / P R O P O S A L H I B A H 
DALAM B E N T U K B A R A N G 

NOMOR 
NAMA C A L O N 

P E N E R I M A 
H I B A H 

URAIAN 
U S U L A N 

J U M L A H 
UNIT 

R E K O M E N D A S I 
NOMOR 

NAMA C A L O N 
P E N E R I M A 

H I B A H 

URAIAN 
U S U L A N 

J U M L A H 
UNIT J M L 

UNIT 
J M L 
Rp . 

1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 

K E P A L A OPD. 

<3f B U P A T I KAPUAS H U L U , ^ 

V 
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LAMPIRAN I I I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 89 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

NASKAH P E R J A N J I A N H I B A H D A E R A H 
DALAM B E N T U K UANG 

Pada ha r i in i , tanggal bu lan t ahun yang 
bertanda tangan di bawah in i : 

I . Nama : 
NIP : 
Pangkat : 
J a b a t a n : 
Uni t Kerja : 
Yang bertindak u n t u k dan atas n a m a B U P A T I KAPUAS H U L U 
yang se lanjutnya disebut P IHAK K E S A T U . 

I I . Nama : 
No K T P : 
J a b a t a n dalam 
Organisasi : 
A lamat : 
Yang bert indak u n t u k dan atas n a m a 

Desa/Ke lurahan 
Provinsi/Kota 

yang se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A . 

Kedua belah p ihak sepakat u n t u k me lakukan Perjanjian Hibah 
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasa l 1 

(1) P IHAK K E S A T U memberikan h ibah kepada P IHAK K E D U A , 
berupa uang sebesar Rp ( rupiah) . 

(2) H ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dipergunakan u n t u k 

Pasal 2 

(1) Pencairan dana h ibah d i l akukan secara bertahap a tau sekaligus 
se jauh dapat mempertanggungjawabkan pe laksanaan kegiatan. 

(2) U n t u k pencairan h ibah, P IHAK K E D U A menggajukan 
permohonan kepada P IHAK K E S A T U , dengan di lampiri : 

a . Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 
b. Foto copy Rekening yang mas ih aktif; 
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c. S u r a t Pernyataan Tanggung J a w a b yang menyatakan bahwa 
h ibah yang diterima a k a n dipergunakan sesuai dengan 
peruntukkannya ; dan 

d. Pak ta Integritas. 
(3) P IHAK K E D U A setelah mener ima dana h ibah dar i P IHAK 

K E S A T U , segera me laksanakan kegiatan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang ber laku. 

Pasa l 3 

(1) Me laksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pe laksanaan 
program dan kegiatan yang didanai dar i h ibah yang telah 
disetujui P IHAK K E S A T U dengan berpedoman pada ketentuan 
perundang-undangan. 

(2) Me laksanakan pengadaan barang dan j a s a sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ber laku. 

(3) P IHAK K E D U A berkewajiban membuat dan menyampaikan 
laporan penggunaan h ibah kepada P IHAK K E S A T U . 

Pasa l 4 

(1) P IHAK K E S A T U berhak menunda pencairan dana h ibah apabi la 
P IHAK K E D U A , t idak/belum memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

(2) P IHAK K E S A T U berhak me laksanakan evaluasi dan monitoring 
atas penggunaan h ibah berdasarkan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan yang d isampaikan kepada 
P IHAK K E D U A . 

(3) P IHAK K E S A T U berkewajiban segera menca i rkan dana h ibah 
apabi la se luruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan 
pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK K E D U A dan 
menyatakan lengkap dan benar melalui veri f ikasi oleh 
Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u . 

Pasal 5 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) in i , dibuat rangkap 3 
(tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai 
cukup sehingga mempunyai kekua tan h u k u m sama. 

(2) Ha l -ha l la in yang belum tercantum dalam NPHD in i dapat diatur 
lebih lanjut dalam Addendum. 

P IHAK K E D U A , P IHAK K E S A T U , 

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah) 

L 
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B . CONTOH FORMAT 

NASKAH P E R J A N J I A N H I B A H D A E R A H 
DALAM B E N T U K B A R A N G / J A S A 

Pada har i in i , tanggal bu lan t ahun yang 
bertanda tangan di bawah in i : 

L Nama : 
NIP : 
Pangkat : 
J a b a t a n : 
Uni t Ker ja : 

Yang bertindak u n t u k dan atas n a m a B U P A T I KAPUAS H U L U yang 
se lanjutnya disebut P IHAK K E S A T U . 

I I . Nama : 
No K T P : 
J a b a t a n dalam 
Organisasi : 
A lamat : 

Yang bertindak u n t u k dan atas n a m a 
(sekolah) Desa/ Ke lurahan Kecamatan 

Provinsi/Kota 
yang se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A . 

Kedua belah pihak sepakat u n t u k me lakukan Perjanjian Hibah 
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasa l 1 

(1) P IHAK K E S A T U member ikan h ibah kepada P IHAK K E D U A , 
berupa barang se jumlah uni t dengan ni la i sebesar 
Rp ( rupiah) 

(2) H ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dipergunakan u n t u k 

Pasa l 2 

(1) P IHAK K E S A T U menyerahkan barang kepada P IHAK K E D U A 
dalam kondis i keadaan baik. 

(2) Penyerahan barang sebagaimana d imaksud ayat (1) disertai 
dengan berita aca ra serah ter ima barang. 

(3) Penyerahan barang sebagaimana d imaksud ayat (1) d i l akukan 
setelah penandatangan NPHD in i . 

/U 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

K E S A T U 

K E D U A 

K E T I G A 

Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta J u m l a h 
Uang untuk T a h u n Anggaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupat i in i . 

Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa 
barang/jasa un tuk Tahun Anggaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupat i in i . 

Keputusan in i mulai ber laku pada tanggal ditetapkan 
dan apabila dikemudian har i terdapat kekel iruan 
akan d i lakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
pada tanggal . 

BUPATI KAPUAS HULU , 

k 
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Pasa l 3 

P IHAK K E D U A wajib menggunakan barang yang diterima sesua i 
dengan peruntukkan . 
P IHAK K E S A T U berhak me laksanakan evaluasi dan monitoring 

pertanggungjawaban penggunaan yang d isampaikan kepada 
P IHAK K E D U A . 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) in i , dibuat rangkap 3 
(tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai 
c u k u p sehingga mempunyai kekua tan h u k u m sama. 
Ha l -ha l la in yang belum tercantum dalam NPHD in i dapat diatur 
lebih lanjut da lam Addendum. 

P IHAK K E D U A , P IHAK K E S A T U , 

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah) 

a tas penggunaan h ibah berdasarkan laporan 

Pasa l 4 
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C. CONTOH FORMAT 

PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan dibawah i n i : 

Nama 
No. K T P : 
J a b a t a n dalam Organisasi : 
Organisasi : 

Dengan in i menyatakan bahwa dana h ibah dar i Pemerintah Kabupaten 
Kapuas H u l u T a h u n Anggaran 2021 
kepada a k a n di pergunakan 
sesua i dengan peruntukannya sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah 
Daerah (NPHD). 

Se lanjutnya apabi la pekerjaan/kegiatan yang kami l a k u k a n telah 
selesai m a k a a k a n kami memenuhi kewajiban ya i tu pembuatan 
laporan penggunaan dana bantuan k a m i ter ima tersebut. 

Demik ian S u r a t Penyataan in i kam i buat dengan sebenarnya tanpa 
paksaan dar i s iapapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

(Nama Penerima Hibah) 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI KAPUAS H U L U 
NOMOR SB TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN EVALUAS I H IBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

DAFTAR PENERIMA HIBAH B E S E R T A J U M L A H UANG ATAU 
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 

Menimbang : a . bahwa untuk mendukung program dan 
kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara 
tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan 
daftar penerima hibah beserta jum lah uang dan 
barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima 
hibah di Kabupaten Kapuas Hu lu ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huru f a, perlu menetapkan 
Keputusan Bupat i tentang Daftar Penerima 
Hibah beserta J u m l a h Uang atau Barang/Jasa 
T a h u n Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I I di Kal imantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, 

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS H U L U 
NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

BUPATI KAPUAS HULU , 
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Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 
2017 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

6. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 32 
T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan B a n t u a n Sos ia l yang bersumber dar i 
Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Menteri Da lam Negeri Nomor 14Tahun 2016 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Menteri Da lam Negeri Nomor 32 T a h u n 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
B a n t u a n Sosia l yang bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 
Nomor ... T a h u n tentang Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten 
Kapuas H u l u T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

8. Peraturan Bupat i Kapuas H u l u Nomor 
T a h u n tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten 
Kapuas H u l u T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

9. Peraturan Bupa t i Kapuas H u l u Nomor 
T a h u n tentang T a t a C a r a Penganggaran, 
Pe laksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Ser ta 
Monitoring D a n E v a l u a s i Hibah D a n B a n t u a n 
Sos ia l T a b u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

k 
4 1 



Menetapkan 

K E S A T U 

K E D U A 

K E T I G A 

MEMUTUSKAN : 

Penetapan Daftar Penerima Hibah beserta J u m l a h 
Uang u n t u k T a h u n Anggaran sebagaimana 
tercantum da lam Lampi ran I yang merupakan bagian 
t idak terp isahkan dar i Keputusan Bupat i in i . 

Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa 
barang/jasa u n t u k T a h u n Anggaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampi ran I I yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Keputusan Bupat i in i . 

Keputusan in i mula i ber laku pada tanggal ditetapkan 
dan apabi la d ikemudian ha r i terdapat keke l i ruan 
a k a n d i l akukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan d i 
pada tanggal . 

BUPAT I KAPUAS H U L U , 

k 
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B . CONTOH F O R M A T 

D A F T A R P E N E R I M A H I B A H DAN J U M L A H YANG D I T E R I M A 

NOMOR NAMA P E N E R I M A ALAMAT 
PENERTMA 
I X-rfl*IX«/XXXXVX/\ 

J U M L A H 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3 . 

4. 

Ds t 

B U P A T I K A P U A S H U L U , 

K-
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C. CONTOH F O R M A T 

D A F T A R P E N E R I M A H I B A H B A R A N G / J A S A , 
J U M L A H DAN NILAI YANG D I T E R I M A 

NOMOR P E N E R I M A H I B A H 
J U M L A H 
B A R A N G 

(UNIT) 

NILAI B A R A N G 
(Rupiah) 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

Ds t 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

qf. B U P A T I KAPUAS H U L U , ^ | 

AM. NASIR 

L 
44 



LAMPIRAN V 
P E R A T U R A N BUPAT I KAPUAS H U L U 
NOMOR 83 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA H I B A H B E R U P A UANG YANG 

D ITER IMA O L E H 

TRIWULAN: TA 

, 202... 

Nomor : Kepada Y th . 
Lamp. : 1 (satu) berkas B U P A T I KAPUAS H U L U 
Perihal : Laporan Penggunaan ^ 

Dana Hibah 
Putuss ibau 

Be r sama in i k a m i sampa ikan kepada Bapak BUPAT I Laporan 
Penggunaan D a n a Hibah un tuk T r iwu lan sejumlah 
Rp ( rupiah) 

D a n a Hibah yang k a m i ter ima telah d igunakan sesuai dengan 
pe runtukkannya dengan r inc ian sebagai b e r i k u t : 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA H I B A H TRIWULAN 

NOMOR PENGGUNAAN J U M L A H K E T E R A N G A N 

1 2 3 4 

1. Pencetakan Daftar 
Pemilih 

2. Pengadaan Kotak 
S u a r a 

3. Honorar ium 

4. Ds t 

T O T A L 

Demik ian d isampaikan u n t u k menjadi mak lum. 

Hormat kami , 
Penerima Hibah, 

k-
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B . CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA H I B A H B E R U P A B A R A N G / J A S A 

YANG D I T E R I M A O L E H 

T A H U N ANGGARAN 

, 202... 

Nomor 
Lamp. 
Per iha l 

1 (satu) be rkas 
Laporan Penggunaan 
D a n a H ibah 

Kepada Y t h . 

B U P A T I K A P U A S H U L U 

D i 
Tempat 

B e r s a m a i n i k a m i sampa ikan kepada B a p a k B U P A T I Laporan 
Penggunaan H ibah sebanyak un i t dengan n i l a i 
Rp ( rupiah) 

H ibah yang k a m i te r ima te lah d i gunakan sesua i dengan 
pe run tukkannya . 

Demik i an d i sampa ikan u n t u k menjadi m a k l u m . 

Hormat k a m i , 

Pener ima Hibah, 
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LAMPIRAN V I 
PERATURAN BUPAT I KAPUAS H U L U 
NOMOR m TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A B A R A N G / J A S A 

Nomor: 

Pada h a r i tanggal bu lan t ahun , bertempat di. 
berdasarkan NHPD Nomor tanggal bulan. . 
T a h u n , k a m i yang bertandatangan di bawah in i : 

1 B U P A T I KAPUAS HULU/Pejabat yang 
d i tunjuk yang se lanjutnya disebut P IHAK K E S A T U . 

2 Ke tua Lembaga/ Organisasi / Anggota 
Masyarakat yang se lanjutnya disebut P IHAK 
K E D U A . 

P IHAK K E S A T U menyerahkan barang/jasa sebanyak un i t 
dengan n i la i sebesar Rp ( rupiah) 
u n t u k d ih ibahkan kepada P IHAK K E D U A . 

Demik ian Ber i ta Acara in i dibuat u n t u k d igunakan sebagaimana 
mest inya. 

P IHAK PERTAMA PIHAK K E D U A 
BUPAT I KAPUAS H U L U / K E T U A 

P E J A B A T YANG MEWAKIL I BADAN/LEMBAGA/ORGANISAS I 
MASYARAKAT 

Qtf B U P A T I KAPU4S^HLJLU,^| 

KM. NASIR 
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LAMPIRAN V I I 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 89 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

S U R A T PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

PENGGUNAAN H I B A H UANG 

Nomor: 

Yang bertanda tangan di bawah in i 

se laku P impinan Organisasi/Lembaga , menyatakan 

bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesua i 

NPHD dan membukt ikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan 

peruntukannya . 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat, tanggal. 

Penerima h ibah . 
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LAMPIRAN VI I I 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 84 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN S E R T A MONITORING 
DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN SOS IAL TAHUN ANGGARAN 
2021 

A. CONTOH FORMAT 

USULAN/PROPOSAL BANTUAN S O S I A L 

KOP 

, 202... 

Kepada Y th . 

BUPAT I KAPUAS H U L U 

D i 
Putuss ibau 

Sehubungan dengan adanya kegiatan , 
k a m i (Kelompok/Anggota Masyarakat) 
bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak 
u n t u k dapat memfasil i tasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar 
Rp ( rupiah) . 

B a n t u a n tersebut a k a n dipergunakan u n t u k biaya-biaya 
sebagai b e r i ku t : 
a 
b 
c 
J u m l a h : Rp 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak , secara lengkap k a m i 
lampi rkan proposal kegiatan d imaksud. 

Demik ian permohonan kami , atas perkenan dan bantuan 
B a p a k d iucapkan ter ima kas ih . 

Nomor : 
Lamp. : 1 (satu) berkas 
Per ihal : Permohonan B a n t u a n 

Sosia l 

Hormat kami , 

Pemohon 
(Kepala Kelompok/Anggota 

Masyarakat) 

k -
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CONTOH FORMAT 

S I S T E M A T I K A PROPOSALPERMOHONAN BANTUAN S O S I A L 

B A B I . PENDAHULUAN 

B A B I I . RENCANA KEGIATAN 

B A B I I I WAKTU DAN T E M P A T PELAKSANAAN 

B A B V. T IM/KEPANITIAAN 

B A B V I . PEMBIAYAAN 

B A B V I I . P E N U T U P 

LAMPIRAN PENUNJANG (DOKUMEN P E N D U K U N G LAINNYA) 

5f B U P A T I KAPUAS H U L U , ^ j 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR sg TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN SOS IAL 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

H A S I L E V A L U A S I ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOS IAL 
DALAM B E N T U K UANG 

NOMOR 
NAMA CALON 

PENERIMA 
BANSOS 

URAIAN 
USULAN J U M L A H 

BESARAN/NILA I 
BANSOS YANG 

D I S E T U J U I 
1 2 3 4 5 

K E P A L A OPD, 
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B . CONTOH FORMAT 

HAS IL E V A L U A S I ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN S O S I A L 
DALAM B E N T U K BARANG 

NOMOR 
NAMA CALON 

PENERIMA 
BANSOS 

URAIAN J U M L A H R E K O M E N D A S I 
NOMOR 

NAMA CALON 
PENERIMA 

BANSOS USULAN UNIT J M L 
UNIT 

J M L 
Rp. 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 

K E P A L A OPD. 

Ojj. B U P A T I KAPUAS H U L U , ^ 

J^A/M. NASIR 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 89 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

DAFTAR P E N E R I M A BANTUAN S O S I A L B E S E R T A J U M L A H UANG 
ATAU BARANG TAHUN ANGGARAN 

Menimbang : bahwa u n t u k mendukung program dan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasa ran 
dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima 
bantuan sosial beserta j u m l a h uang dan barang 
yang diber ikan kepada penerima bantuan sosial d i 
Kabupaten Kapuas H u l u m a k a perlu menetapkan 
Keputusan Bupa t i tentang T a t a C a r a Penganggaran, 
Pe laksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Ser ta 
Monitoring D a n E v a l u a s i Hibah D a n B a n t u a n Sos ia l 
T a h u n Anggaran 2020, m a k a perlu menetapkan 
Keputusan Bupa t i tentang Daftar Penerima 
B a n t u a n Sosia l beserta J u m l a h Uang dan Barang ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darura t Nomor 3 
T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72 , 
Tambahan Lembaran Negara Repul ik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5430); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

K E P U T U S A N BUPAT I KAPUAS H U L U 
NOMOR : / K O D E OPD/2020 

TENTANG 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 
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Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 
2017 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

5. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 32 
T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan B a n t u a n Sosia l yang bersumber dar i 
Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 
terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri 
Nomor 99 T a h u n 2019 tentang Perubahan 
Ke l ima Atas Peraturan Menteri Da lam Negeri 
Nomor 32 T a h u n 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan B a n t u a n Sos ia l yang 
bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Be lan ja Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 
Nomor ... T a h u n tentang Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten 
Kapuas H u l u T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

7. Peraturan Bupa t i Kapuas H u l u Nomor 
T a h u n tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten 
Kapuas H u l u T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

8. Peraturan Bupa t i Kapuas Hu lu Nomor 
T a h u n tentang T a t a C a r a Penganggaran, 
Pe laksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta 
Monitoring D a n E v a l u a s i Hibah D a n B a n t u a n 
Sos ia l T a h u n Anggaran 2 0 2 1 ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

K E S A T U : Daftar Penerima B a n t u a n Sosia l beserta J u m l a h 
Uang u n t u k T a h u n Anggaran sebagaimana 
tercantum dalam Lampi ran I yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Keputusan in i . 

K E D U A : Menetapkan Daftar Penerima B a n t u a n Sos ia l 
berupa barang un tuk T a h u n Anggaran sebagaimana 

/ k -
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tercantum dalam Lampi ran I I yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Keputusan in i . 

Keputusan in i mu la i ber laku pada tanggal 
d i tetapkankan. 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

BUPAT I KAPUAS H U L U , 
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B . CONTOH FORMAT 

D A F T A R P E N E R I M A BANTUAN S O S I A L DAN J U M L A H YANG 
D I T E R I M A 

1 N U M U K M AV/T A P T r W T T T J T M A 
ALAMAT 

P E N E R I M A 

J U M L A H 

(Rp) 

1 2 3 

1. 

2. 

3 . 

4. 

dst 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

L 
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C. CONTOH FORMAT 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN S O S I A L B E R U P A BARANG, J U M L A H 

DAN NILAI YANG D ITER IMA 

iNvJ iV IVJK 
PENERIMA BANTUAN 

S O S I A L 

J U M L A H BARANG 

(UNIT) 

WTT A T 

R A R A N G 

(Rp.) 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ds t 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

/L 
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LAMPIRAN X I 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 89 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN S O S I A L B E R U P A UANG 

YANG D I T E R I M A O L E H 

TRIWULAN: TA 

202... 

Nomor : Kepada Y th . 
Lamp. : 1 (satu) berkas B U P A T I KAPUAS H U L U 
Per ihal : Laporan Penggunaan B i 

D a n a B a n t u a n Sosia l Putuss ibau 

Be r sama in i k a m i sampa ikan kepada B a p a k B U P A T I 
Laporan Penggunaan D a n a B a n t u a n Sosia l un tuk T r iwu lan 

se jumlah Rp , 

D a n a B a n t u a n Sosia l yang k a m i ter ima telah d igunakan 
sesua i dengan pe runtukkannya dengan r inc ian sebagai berikut 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN 

NOMOR PENGGUNAAN J U M L A H K E T E R A N G A N 
1 2 3 4 
1. Makan dan Minum 

anggota panti jompo 
2. Pengadaan Perabot Pant i 

Jompo 
3. Pemeliharaan R u m a h 

Pant i Jompo 
4. Dst 

TOTAL 

Demikian d isampaikan u n t u k menjadi mak lum. 

Hormat kami , 
Penerima B a n t u a n Sosia l , 
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B . CONTOH FORMAT 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN S O S I A L B E R U P A BARANG 

YANG D ITER IMA O L E H 

TAHUN ANGGARAN 

Nomor 
Lamp. 
Per ihal 

.202... 

1 (satu) berkas 
Laporan Penggunaan 
D a n a B a n t u a n Sosia l 

Kepada Y th . 

BUPAT I KAPUAS H U L U 

D i 
Putuss ibau 

Be rsama in i k a m i sampa ikan kepada Bapak B U P A T I 
Laporan Penggunaan B a n t u a n Sosia l sebanyak 
un i t dengan n i la i Rp ( rupiah) 

B a n t u a n Sos ia l yang kami ter ima telah d igunakan sesuai 
dengan peruntukkannya . 

Demikian d isampaikan u n t u k menjadi mak lum. 

Hormat kami , 
Penerima B a n t u a n Sosia l , 

3£ BUPAT I KAPUAS H U L U , ^ 

k AM. NASIR 

k -
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LAMPIRAN X I I 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 84 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN SOS IAL 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A BARANG 

Nomor: 

Pada ha r i tanggal bu lan t a h u n , bertempat di 
berdasarkan Peraturan Bupa t i KAPUAS H U L U Nomor tanggal 
tentang B a n t u a n Sosia l , k a m i yang bertandatangan di bawah i n i : 

1 B U P A T I KAPUAS HULU/Pejabat yang 
d i tunjuk yang selanjutnya disebut P IHAK K E S A T U . 

2 Ke tua Kelompok/Anggota Masyarakat 
yang se lanjutnya disebut P IHAK K E D U A . 

P IHAK K E S A T U menyerahkan barang sebanyak un i t dengan 
ni la i sebesar Rp ( rupiah) 
d iserahkan kepada P IHAK K E D U A . 

Demik ian Be r i t a Aca ra in i dibuat u n t u k d igunakan sebagaimana 
mest inya. 

P IHAK K E S A T U PIHAK K E D U A 
BUPAT I KAPUAS H U L U / K E T U A KELOMPOK/ANGGOTA 

P E J A B A T YANG MEWAKIL I , MASYARAKAT , 

h -
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LAMPIRAN X I I I 
PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 89 TAHUN 2020 
TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
S E R T A MONITORING DAN E V A L U A S I H I B A H DAN BANTUAN S O S I A L 
TAHUN ANGGARAN 2021 

A. CONTOH FORMAT 

Yang bertanda tangan di bawah in i 

se laku P impinan Kelompok/Anggota Masyarakat , 

menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah 

diterima sesua i Keputusan Bupat i Kapuas H u l u dan membukt ikan 

penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Demikian sura t pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya. 

S U R A T PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

PENGGUNAAN BANTUAN S O S I A L 

Nomor: 

Tempat, tanggal 
Penerima B a n t u a n Sos ia l 

6 1 


